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“DIMENSI-DIMENSI HUKUM HAK ASASI MANUSIA”

A. Hak Asasi Budaya Dalam UUD 1945

Hak Asasi Budaya sesungguhnya telah terkandung dalam ketentuan-
ketentuan dalam konstitusi tertulis Indonesia. Ketentuan-ketentuan ini
menguat pasca Reformasi 1998, terutama oleh Perubahan Ke Il dan IV UUD
1945. Meski pun demikian, letentuan UUD 1945 mengenai pengakuan ini
sebetulnya telah termuat dalam UUD 1945 yang disahkan jauh sebelum
itu, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam UUD 1945 sebelum
Perubahan, meski singkat, terdapat Pasal 32 yang menyatakan pengakuan
dan janji konstitusi bahwa, “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional
Indonesia.”

Untuk menjabarkan pasal yang singkat ini, Penjelasan UUD 1945
kemudian menyatakan bahwa “Kebudayaan bangsaialah kebudayaan yang
timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya”.
Selanjutnya, Penjelasan itu juga menentukan bahwa kebudayaan lama dan
asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah
di seluruh Indonsia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa.

Sesuai dengan karakter UUD 1945 sebelum Perubahan yang tidak
mencantumkan istilah “Hak Asasi Manusia” atau “Hak Dasar Manusia”
secara eksplisit, keberadaan Pasal 32 UUD 1945 beserta penjelasan tersebut
juga tidak menggunakan istilah Hak Asasi Budaya secara jelas. Namun
demikian, keberadaan pasal tersebut dapat diartikan sebagai pengakuan
implisit adanya Hak Asasi Budaya, karena secara logis, kebudayaan sebagai
“pbuah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya” tidak mungkin ada tanpa
ruang sosial untuk beraktivitas budaya para pelakunya. Ruang sosial ini
hanya mungkin tercipta dengan adanya pengakuan terhadap Hak Asasi
Budaya. Hak Asasi Budaya juga menjadi prasyarat agar di daerah-daerah
yang memiliki akar budaya dan asli, kebudayaan bisa berkembang sampai
ke puncak-puncaknya. ’

. SQetelah*Perubahan, Pasal-Pasal UUD 1945 yang berkaitan dengan
“ jaminan perlindungan Hak Asasi Budaya semakin jelas mengemuka, yakni:

Pasal 18 B Ayat (2) Perubahan Ke Il UUD 1945

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya
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